
a. bahwa · dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan. Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, maka agar 
pelaksanaan . pengawasan internal dan ·. pengawasan 
penyelenggaraan .pemerintahan .di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten . Grobogan · dapat berlangsung · secara terarah, 
terkoordinasi, efektif dart efisien, perlu menetapkan Kebijakan 

. . 
Pengawasan Aparat fengawasan Intern Pemerintah Kabupaten 
Grobogan Tahuri 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf'. a,. perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang 
Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan · Intern Pemerintah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 13. Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
. . . . . .. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor . 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31° Tahun 1_999 .tentangPemberantasan 
Tindak Pidana ·Korupsi [Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20.Tahun 2001. tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

·-- 

BUPATl GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TlJHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
. NOMOR !,2 rAHUN 2019 

· TENTANG 

~BIJAKAN PENGAWASAN: 
PEMERINTAH DAERAll KABUPATEN GROBOGAN 

TAHON 2019 • J • • 

I 

I 

BU_PATI GRO_BOGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 



Dalam Peraturan Bupati.ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
3. Pemerintahan Daeraj adalah penyelenggaraan urusan 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN APARAT 

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN 
TAHUN 2019. 

MEMUTUSKAN : 

. . 
Indnesia Tahun 2008 Nornor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4890); · 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembiriaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor .73, 

Tambahan Lernbaran Neg~a Republik Ind~nesia ~-omor 60~ 1);. 
. -8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan ·No¢or 15 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 'Nomor 4,· 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 56); 

Republik Indonesia Nomor5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Inte.m Pemerintah · (Lembaran Negara· Republik 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Neg~a R~~ublik Indonesia Tahun 2001 Nomor, 134, 

. I 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150); 

4. Undang-undang No,or 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan. Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik . . . 

Indonesia Tahun 2011 N~mor 82, Tambahan Lembaran Negara 
republik Indonesia Nomo;r 4389); 

5. Undang-Undang Nom~r 23 Tahun 2.0.14 tentang Pemerintahan 
Daerah. (Lembaran Negara Republik In~on~sia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagairnana telah diubah -beberapa kali .terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun ·2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas. Undang-Undang -Nomor 23 Tahun. 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

. ' . . . . 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara . . . . . . . . 

r 
l 



3 

PROORAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN; BAB III 

( 1) Kebijakan Pengawasan . Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
Daerah Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang 

. . . 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

(2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun dengan sisternatika sebagai berikut: 

BABI PENDAHULUAN; 
BAB II. KEBIJAKAN PENGAWASAN·; 

Pasal 2 

fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan. 
7. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah 

usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien 
dan efektif . sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

· 8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, 
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan. tugas dan fungsi organlsasi dalam rangka 
memberikan .keyakinan yang · memadai bahwa · kegiatan telah 
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan 
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 
mewujudkan tata pernerintahan yang baik. 

9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP · adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit 
Pengawasan. lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat 
Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten. 

rencana pengawasan 
tahunan yang meliputi 

pemerintahan oleh Pernerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik · Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun . . . 
1945. 

4. Pemerintah Daerah a~alah Bupati s~bagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan . . . . . . 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah 
Inspektorat Kabupaten Grobogan. 

6. Kebijakan pengawasan adalah 

penyelenggaraan pemerintah daerah 

. . . 
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./ 

MOHAMAD SUMARSONO . 
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 2 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPA GAN, 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 11 .Janua r f 2019 · 

SRI SUMARNI 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 11 .Ja nuar t 201 q . . . 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang mengetahuinya, · memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah 

Kabupate:t?- Grobogan. 

Pasal 3- 

(3) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan pedornan bagi APIP dalam melaksanakan 

pengawasan_ di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

BABN 

BABV 

. . I . 
WILA¥rA,H KERJA PENGAWASAN; 

TINDAK LANJUT HASIL ~EM~RIKSAAN, OLE_H 

. ~ADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APIP; 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN. 

KOORDINASI PENGAWASAN; dan 

f>ENUTUP. · 

BAB VI 

BAB VII 

BAB VIII 

.... ,, 



. ' 

Hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat · terse but diharapkan dapat 

memberikan : 
1. keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efekti.vitas 

pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di . 

lingkungan Pemerintah Daerah; 
2. peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam 

. penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

2016 tentang Kedudukan, ·susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian 
Tugas Jabatan Tata· Kerja lnspektorat Kabupatert "Grobogan. Mendasari 
ketentuan dalam kedua produk hukum daerah tersebut Inspektorat untuk dan 
atas nama Bupati, sesuai dengan fungsi · dan kewenangarmya -selaku Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (A.PIP), rnelakukan : 
~ 1. pengawasan trmum;: 

2. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; 
3. pelaksanaan urusan pernerintahan umum di Daerah; dan 
4. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

· termasuk akuntabilitas keuangan . Daerah, dalam rangka rnemperkuat dan . . . . . .. 

menunjang efektifitas Sistem Pengandalian Intern Pemerintah (SPIP). 

. . 
Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 20_16 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah dan .Peraturan Bupati Grobogan Nomor SO Tahun 

. . . . 

A. LATAR BELAKANG 

Ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Q14· tentang 

Pemeri~tahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Undang-Undang Nom~r 9 Tahun 2015_ tentang Perubah~ Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa 
Inspektorat Daerah mempuriyai_ tugas membantu Bupati dalam membina dan 
mengawasi pelaksanaan Urusan 'Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan Tugas Pembantuari oleh Perangkat Daerah, 

Selanjutnya 'ketentuan tersebut dijabarkan dalam · Peraturan Daerah 

BAB·I 
.PENDAHULUAN 

LAMPIRAN 
PERATQ'RAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR 2 TAHUN 2019 
TENTANG 

-KEBIJAKAN PENGAWASAN APARJ'.T 
·.PENGAWASAN INTERN _PEMERiNTAH 
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 

. 
' ' 



. . 
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP. 

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaran Pemerintahan Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupat~n Grobogan Tahw:12019, ~er:f:ujuan: 
l, mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian 

teknia/Iernbaga pemerintah nonkementerian, .Gubemur . sebagai wakil 
Pemerintah Pusat, . dan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan. 
Pemerintahan Daerah . dengan pengawasan yang ·dilaksanakan oleh 

Inspektorat Daerah; 
2. me~ingkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan · Pemerintah Daerah; 

dan 

B. TUJUAN 

perlu mengatur tentang Kebijakan Pengawasan .Aparat Pengawasan I~tern 
. . . . 

Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019, dengan berpedoman pada sistem 
pengendalian intern · pemerintah, dan pengawasan atas penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

pengawasan di Kabupaten Grobogan dapat berlangsung selaras dengan 
. . I . . 

kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dipandang 

I 
. I . 

3 -. peningkatan ~ali~s ta ta kelola. ienyelenggara~ tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerinta~ Daerah; 

4. saran· dan masukan un~ dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh 
masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan .Pemerintah Daerah; dan · 

5. saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin · Aparatur Sipil 
Negara (ASN). 

Dalam melaksanakan pengawasan khususnya pada Tahun Anggaran 
2019, salah satu aturan yang dapat dipedomai adalah Peraturan Menteri Dalam 
Negeri ~omor 35 Tahun 2018 tentahg Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 20'19. Oleh karenanya agar. pelaksanaan 

. . . . . . .. 

. ' . 
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tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus : 

a. aspek keuangan; J . 

b. aspek pengelolaan barang milik daerah/ sarana dan prasarana; 

c._ aspek pengelolaan sumber dayaj m~husia; dan 

d. aspek tugas pokok dan fungsi. . 
2. Pemeriksaan dalam rangka ·Penan9anan Pengaduan Masyarakat '­ 

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan 
. . I 

untuk . melakukan investigasi serta rrienindaklanjuti pengajuan at.au 
pelaporan oleh individu, masyarakat dan Iembaga sehubungan derigan 
adanya pelayanan public atau perlrkuan ke~ijakan di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Grobogan y~ng tid,k sesuai dengan keterrtuan peraturan 

perundang-undangan. ' 
I . 

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilak.ukan 
melalui pemerikeaan' khus~s atau reme1:iksaan_ investigative, dengan fokus : 

a. dugaan korupsi, kolusi dan neP,<>i tisme (KKN); · 
b. penyalahgunaan wewenang; 
c. hambatan dalam pelayanan pu lik; 

d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan . 
e. koordinasi Aparat Pengawas I Internal Pemerinta.h (APIP) dan Aparat 

Penegak Hukum (APH) dal~ penanganan. pengaduan atau pelaporan . 

. masyarakat lingkup huruf a sampaf dengan huruf d. · 

A. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN 
· Arah kebijakan pengawasan .atas penyelenggaraan · Pemerintahan 

Daerah di lingkungan Pemerintah Ka~nipaten Grobogan Tahun. 2019, meliputi 

pembin~ ~an pengawasan ~erangktt Daerah dan/ at.au Unit Kerja Peran:gkat 
Daerah di lingkungan Pemer~tah Drerah, yang dilaksanakan sesuai dengan 
prioritas kegiatan pengawasan. · · . 

RUANG LINGKUP PENGAWASAN. j . 

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan · Pemerintahan 
Daerah, meliputi : . . I . . . I 
1. Pengawasan Keuangan dan Kinerjaj 

Pengawasan keuangan dan kinerja bertujuan untuk memberikan saran 
kepada Pimpinan Pera,p.gkat Datrah. yang .diperiksa dalam ~engambil 
langkah-langkah perbaikan, J?enyfmpurnaan. serta tindakan-tindakan lain 
yang dapat memperlancar dan meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan . I . 

. B. 

. l . 
BAl II . 

KEBIJAKAN ~ENGAWASAN 
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e.. kegiatan asistensi lainnya. 
6. Kegiatan Reviu 

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan ke!akinan terbatas 
bahwa dokumen/Iaporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem 
pengendalian intern y~g m~ma~ai ran disajikan sesuai dengan standar yang 
ditetapkan oleh pemerintah, mehp11 : · · . 

a. reviu Rencana Pembangunan Jtgka Menengah Daerah; · . 
b. reviu Rencana Kerja Pemerintaht1Daerah; · · 
c. reviu Rencana K_erja dan Anggar n Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

d. reviu Laporan Keuangan Pemerit tah Daerah; . 
f • I 

e. reviu laporan kinerja; 

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahah yang Baik: t-- 
Penguatan tata kelola pemerintahan · yang 'balk dilaksanakan melalui 
penegakan integritas, dengan f~kusi : . . · 

a. pemantauan -dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan · dan 

Pemberantasan KorupsiistrateJ Nasional &iti Korupai (Stranas AK); 
b. pengelolaan Laporan Harta _Kek~aan Pejabat Negara (LHKPN); 
c. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); · · 
d. penilaian internal Zona Irit~gri~s untuk merrdapat predikat OPD Me~u_;u 

Wilayah Bebas dari Korupsi' (WB~)/Wilayah Bfrokrasi Bersih dan Melayani 
(WBBM); 

e. Sosialisasi Unit Pengendalian Gltifikasi; 

t. :anganan Whistle Blauser Syrem (WBS) serta benturan kepentingan; 

g. pelaksanaan Survei Penilaian Iniegntas. 
I 4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas APJP 

Kegiatan peningkatan · kapasitaa API~ bertujuan untuk menanibah 
I 

pengetahuan dan wawasan personil APIP melalui : 
a. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif 

. . I . 
b. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity 

· advice}; dan 1 ·. . 

c. bimbingan teknis pener~pan sis~m manajemen resiko. 
5. Kegiatan Asistensi/Pendampingan, Feliputi: 

a. penyusunan dokumen pere'.!lcanfan dan penganggaran; 
b. pengadaan barang dan jasa; I 

. I 

c. operasionalisasi sapu bersih purigutan liar; 

d. pengawalan dan pengamanan nemerintahan dan Pembangunan Daerah; 
dan I 

- 

·/ 
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Daerah Kabupaten Grobogan; dan 

7. pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari Anggaran Pendapatan d~ 
Belanja Negara dan./ atau Anggar~ Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Jawa Tengah berdasarkan pe,p~~ pemeriksaan atau pemeriksaan 

bersama. 

I 
6. seluruh kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan · Belanja 

3. Sekolah (Satuan Pendidikan) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; 
. . 

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas PusatKesehatan Masyarakat (Puskesmas}; 
5. Pemerintah Desa; ~ 

C. OBYEK PENGAWASAN 
Obyek pengawasan meliputi : 
1. Perangkat Daerah dan/ atau Unit · Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah; I.--""' . 

2. Badan Usaha MilikDaerah (BUMD); 

f. reviu penyerapan anggaran; 

g. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan 

h. kegiatan reviu lainnya. . 

7. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, meliputi: 

a. tindak lanjut basil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 
b. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; 
c. dana desa; 

dana Bantuan Operasional Sekolah; · · 

aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP; 
penilaian mendiri reformasi birokrasi; 
penanganan laporan gratifikasi; 
penyelenggaraan pemerintahan daerah; · 
perencanaan dan penganggaran .responsive gender; dan 
pelayanan publik. 

8. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan ijoini audit) 

Pengawasan terpadu atau kerjasama pengawasan Uoin:t audit). dilakssnakan 
bersama dengan Inspektorat . Jenderal · Kementerian/Inspektorat 
Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, lnspektorat 
Daerah Provinsi 

d. 
e. 
f. 

g. 
h. 
i. 

' J· 



khusus (pemeriksaan khusus);· 
3.· Reviu Rencana Kerja Pemerintah ~aerah (RKPD); 
4. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA 

SKPD); Reviu Perusahaan. 
5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); 

6. R~viu penyerapan anggaran, penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan 
dana desa; 

7. Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Daerah (SAKIP); 

8. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 
9. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan; 

10. Monitoring dan evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah; 
11. Evaluasi perencanaan dan penganggaran respom,iv~ gender; · 

. . . 
12. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP~); . 

13. Verifikasi La.poran. Harta Kekayal Pejabat Negara (LHKPN); . 
14. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASNJ; 

15. Tindak Lanjut Hasil Temuan.PenFawasan. . . . . . · 
16. Pernantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP); 

17. Pe~~sunan Laporan Eval~asi Hasil Pengawasan; 
18. Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas . dari Korupsi dan 

. . 
Wilayah Birokrasi Bersili dan Melayani. (WBK/WBBM)~ 

. . 
a. peningkatan syste~ pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan 

kebijakan Bupati; 

b. peningkatan profesionalisme te!}aga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan 
c. penataan dan penyempunaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan .. 

. Program-program terse but diatas dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan sebagai berikut : . 

a. Kegiatan Utama Pengawasan, meliputi : 

1. Pemeriksaan reguler secara · berkala .pada Perangkat Daerah, Pemerintah 
. . . 

· -.,, Desa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Badan Usaha Milik 
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (Puskesmas); 

2. Pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah, meliputi pemeriksaan 
penanganan pengaduan masyarakat dan. pemeriksaan dengan fokus obyek 

. . 

Dengan memperhatikan arah kebijakan sebagaimana di~aksud dalam BAB 
. . I ·. . 

II,' maka program pengawasan pada tahun 20'i'9 ditetapkan sebagai berikut : 

BAB III 

PRO~RAM DAN KEfHATAN PENGAWASAN 



4 .. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. 
Untuk menunjang 'kegiatan pengawasan diperlukan kebiiakan teknis yang 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pe~oman pengawasan bagi APIP 
maupun kebijakan pengawasan yang· berlaku di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Grobogan. 

. . 

pemerintahan yang baik . (good governance), diperlukan pembangunan 
infrastn.tlctur peningkatan kapabilitas APIP .secara berkelanjutan. .· . . 

. . . . . . 
Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan 

. . . . 
Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan 
keterampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam 
bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS). 

2. Pengiriman peserta diklat/ ujian/ sosialisasi/ bimtek/ pelatihan/ lrursus/ 
seminar ke luar daerah. · 
Pengiriman apara~ pengawasan . ~~am pendidikan ~an .. pelatihan (<:liklat) 
sertifikasi/ penjenjangan jabatan fungsional dan diklat teknis substantive 
dimaksudkan untuk meningkatkan . profesionalisme dan kemarnpuan 
aparatur pengawasan .di lingkungan Inspektorat. · 

3. Peningkatan kapabilitas APIP. 

19. Pemberantasan pungutan liar melalui tim Sapu Bersih Pungutan Liar 
(Saber Pungli); . 

20. Penyusunan Pro~am Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko; 
21. Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kcrsupgah] dan Rencan~. Aksi 

Pemberantasan Korupsi; 

22. Pe.nanganan Whistle Blouier Sys'tem· (WBS) dan benturan kepentingan; · 
23. Penanganan laporan gratifikasi; 

24. Pengawalan dan pengarnanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. 
25. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas, dan · 
26. Consulting 

b. Kegiatan Penunjang Pengawasan 

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung · dengan kegiatan 
penunjang pengawasan, sebagai berikut : 

l., Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawa~an. 
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e. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan: · 
1) UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A; 
2) UPTD Gudang Farmasi Kelas A; 
3) UPTD Pemeliharaan .Jalan dan Irigasi · Kelas B Wilayah Tegowarru . (Kee. 

Tegowanu dan Tanggungh$jo); 
4) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi .Kelas ·a Wilayah Gubug. (Kee. 

Gubug dan Kedungjati); 
5) UPTD Pengelolaan Sampan Kelas A ~ilayah Timur; 

6). UPTD Laboratorium Pertanian l,{elas A; 
7) UPl'D Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B Wilayah Timur; 

8) UPTD Pasar Kelas A Wilayah Tengah. 

b. Dinas/Badan/Kantor: 
1) Dinas Kesehatan; 
2) . Dinas Komunikasi dan Informatika; 
3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 
4) Dinas Lingk:ungan Hidup; 
5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 
6) Dinas Kearsipan dan Perpuatakaan Daerah; 
7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
8) RSUD R. Soedjati S. 

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat meliputi seluruh Perangkat Daere .h 

dan/ atau unit _kerja Perangkat Daerah ·di lingkungan Pemerintah Daerah, · yang 
terbagi dalam 4 (empat) wilayah kerja pembinaan dan pengawasan, yaitu: . 
1. · Pembagian Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I (satu}, terdiri dari ~ 

a. Kecamatan : 
1) Keeamatan Gubug; 
2) Keeamatan Tegowanu; 
3) Kecamatan Tanggungharjo; 
4) Keeamatan Kedungjati. 

BAB IV 

WILAYAH KERJA PENGAWASAN 
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e. Pusat Kesehatan Masyarakat : 
1) Puskesmas Penawangan I; · 

2) Puskesmas Penawangan II; 

sr Puskesmas Gubug I; 
4) Puskesmas Gubug II; 

5) Puskesmas Kedungjati; 

6) Puskesmas Tegowanu; 

7) Puskesmas Tanggungharjo; 

f. Perusahaan Daerah (Perusda): 
PD BPR BKK Purwodadi 

. . 
17) SMP Satu Atap Negeri 3 Toroh; 
18) SMP Satu Atap Negeri 3 Tawangharjo. 

d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 

1) SMP Negeri 1 Gubug; 

. 2) SMP Negeri 2 Gu bug; 

3) SMP Negeri 3 Gubug; 
4) SMP Negeri 1 Tanggungharjo; 

5) SMP Negeri 2 Tanggungharjo, 

6) SMP Negeri 1 Kedungjati; 
7) SMP Negeri 2 Kedungiati; 
8) SMP Negeri 1 Tegowanu. 
9) SMP Negeri 2 Tegowanu. 
10) SMP Negeri 3 Tegowanu. 
11) SMP Negeri 1 Purwodadi 
12) SMP Negeri 2 Purwodadi 

13) SMP Negeri 3 Purwodadi 
14) SMP Satu Atap Negeri 2 Brati; 
15) SMP Satu Atap Negeri 3 Kedungjati; 
16) SMP Satu Atap Negeri 4· Kedungjati; · 
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1) SMP Negeri 1 Penawan~an; 

2) SMP Negeri 2 Penawangan; 
3) SMP Negeri 1 Karangrayun~; 

4) SMP Negeri 2 Karangrayung; 

5) SMP Negeri 3 Karangrayung; · 

6) SMP Negeri 1 Godong; 

7) SMP Negeri 2 Godong; · 
. 8) SMP Negeri 3 Godong; 

9) SMP Negeri 1 Klambu; 

. d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 

c. 'Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan: 

1) UPTD Pengelola Obyek Wis~ta Kelas B; 
2) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas J3 Wilayah Penawangan (Kee. 

Penawangan dan Karangrayung) 
3) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Godong (Kee. 

Godong dan Klambu) 
4) UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah; 
5) UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat; 

6) UPTD Balai Benih Ikan Kelas A; 
7) UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B Wilayah Barat; . 
8) UPTD · Pasar Kelas A Wilayah Timur; 

b. Dinas/Badan/Sekretariat: 
1) Dinas Pendidikan ·; 
2) Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; 
3) Dinas Koperasr, Usaha Kecil dan Meriengah; 

. . 
4)" Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; 

~ 5) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah; 

6) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; 
7) Sekretariat Dewan; 

a. Kecamatan: 

1) Kecamatan Penawangan ; 

2). Kecamatan Godong; 
3) Kecamatan Karangrayung; 

4) Kecamatan Brati; dan 
5) Kecamatan Klambu. 

2. Pembagian Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II (dua), terdiri dari: 
. . . 
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b. Dinas/B.adan/Kantor: 
1) Dinas Pertanian; 
2) Dinas Peternakan dan Perikanan; 

3) Dinas Perhubungan; 
4)· Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
6) Dinas Ketahanan Pangan Daerah; 
7) Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan; 

a. Kecamatan : 
1) Kecamatan Grobogan; · 
2). Kecamatan Taw.angharjo; 
3) Kecamatan Wirosari; 
4) Kecamatan Ngaringan; · 

5) Kecamatan Gabus. 

3. Pembagian Wilayah Inspektur Pernbantu Wilayah III (tiga), terdiri dari : 

f. Perusahaan Daerah (Perusda): 

PD Bank Purwa Artha 

e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat 
I) UPTD Puskesmas Grobogan; 
2) UPTD Puskesmas Godong I; · 

~ 3) UPTD Puskesmas Godong ii; 
4) UPTD Puskesmas Klambu I; 
5) UPTD Puskesmas Brati; 
6) UPTD Puskesmas Tawangharjo; 

. 7) UPTD Puskesmas Karangrayung I; .. 

8) UPTD Puskesmas Karangrayung II. 

· 10) SMP Negeri 1 Brati; 
11) SMP Negeri 1 Geyer; 

12) SMP Negeri 2 Geyer; 
13) SMP Negeri 4 Geyer; . 

14) SMP Satu Atap Negeri 3 Grobogan; 
15) SMP Satu Atap Negeri 3 Ngaringan; 
16) SMP Satu Atap Negeri 4 Ngaringan; 
17) SMP Satu Atap Negeri 4 Karangrayung; 
18) SMP Satu Atap Negeri 3 Penawangan. 



"""\ d. Sekolah Menengah Pertama (SMP): 
1) SMP Negeri 1 Gabus; 

2}. SMP Negeri 2 Gabus; 

3) SMP Negeri 3 Gabus; 

4) SMP Negeri 1 · Wirosari; 

5) SMP Negeri 2 Wirosari; . 

6) SMP Negeri 3 Wirosari; 

. 7) SMP Negeri 1 Tawangharjo; 
8) SMP Negeri 2· Tawangharjo; 

9) SMP Negeri 1 Grobogan; 
10) SMP Negeri 2 Grobogan; 
1 i) SMP Negeri 1 Ngaringan; 

12) SMP Negeri 2 Ngaringan; dan 

13) SMP Satu Atap Negeri 4 Gabus; 
14) SMP Satu Atap Negeri 5 'Gabus; 

15) SMP Satu Atap Negeri 4 Wirosari; 

16) SMP Satu Atap Negeri 5 Wircsari; 

17) SMP Satu Atap Negeri 6 Wirosari; 

18) SMP Satu Atap Negeri . 4 Gubug. 

e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat : 

1) UPTD Puskesmas Wirosari I; 

2) UPTD Puskesmas Wirosari II; 

3) UPTD Puskesmas Ngaringan I; 

4) UPTD Puskesmas Gabus .I; 

5) UPTD Puskesmas Gabus II; 

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan: 
1) UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A; 

2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A; 
3) UPTD Tekno Park Pangan; 

4) UPI'D- Pemeliharaan .Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Wirosari (Kee. 
Wirosari dan Ngaringan] 

5) UPTD Pemeliharaan Jalan dart Irigasi Kelas B. Wilayah Grobogan 
(Grobogan dan Brati) 

6) UPTD Balai Latihan Kerja (BLK); 
7) UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas B Wilayah Tengah; 

8) UPTP Pasar Kelas A Wilayah Barat. 
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c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan : · 
1) UPTD Laboratorium Konstruksi Ke las A; 
'2) UPTD Pemeliharaari Jalan dan lrigasi Kelas B Wilayah Toroh ( Kee. Torch 

dan Geyer); 
3) UPTD. Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Kradenan (Kee. 

Kradenan dan Gabus); . 
4) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Pulokulon (Kee. 

Pulokulon dan Tawangharjo); 

5) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Purwodadi (Kee. 

Purwodadi); 
6) UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas B; 
7) UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A. 

1) Dinas Sosial; 
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
4) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, . Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana; 
7) Satuan Palisi Pamong Praja. 

a. Kecamatan = 

1) Kecamatan Purwodadi; 

2) Kecamatan Toroh; 
3) Kecamatan Geyer; 
4) Kecamatan Pulokulon; dan 

5) Kecamatan Kradenan. 
-... 

b. Dinas /Badan/ Satuan: 

. . . . 
4. Pembagian Wilayah Irispektur Pembantu Wilayah IV (empat), terdiri dari : 

f. Perusahaan Daerah (Perusda]: . 
PD Purwa Tirta Dharma 

6) UPI'D Puskesmas Toroh I; 
7) UPTD Puskesmas Toroh II. 



d. Se~olah Menengah Pertama (~MP) : 

1). SMP Negeri 4 Purwodadi; 
2) SMP Negeri 5 Purwodadi; 
3) SMP Negeri 6 Purwodadl; 
4) SMP Negeri 7 Purwodadi; 
5) SMP Negeri 1 Toroh; 
6) SMP Negeri 2 Toroh; 
7) SMP Negeri 1 Pulokulon; 
8) SMP Negeri 2 Pulokulon; 
9) SMP Negeri 3 Pulokulon; 
10) SMP Negeri 1 Kradenan; 
11) SMP Negeri 2 Kradenan; 
12) SMP Negeri 3 Kradenan; 

-r-, 13) SMP Negeri 3 Geyer; 

14) SMP Satu Atap Negeri 5 Geyer; 
15) SMP Satu Atap Negeri 4 Pulokulon; 
16) SMP Satu Atap Negeri 4 Kradenan; 
17) SMP Satu Atap Negeri 4 Grobogan; 
lS) SMP Satu Atap Negeri 2 Klambu. 

e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat 

1) UPTD Puskesmas Pulokulon I; 

2) UPTD Puskesmas Pulokulon II; 

. 3) UPfD Puskesmas Geyer I; 
~ UPI'D Puskesmas Geyer II; 4) 

5) UPTD Puskesmas Kradenan I; 

6) UPTD · Puskesmas Kradenan II; 

7f UPTD Puskesmas Purwodadi I; dan 

8) UPTD Puskesmas Purwodadi II. 

f. Perusahaan Daerah (Perusda): . 
PD Purwa Aksara 



. . 
pemeriksaan Inspektorat sesuai rekomend~si· dan/sar.an dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan paling lambat 15 [lima belas] hari kalender setelah diterimanya 

Laporan Hasil Pemeriksaan; 
f. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau · 

unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan ~impinan Badari Usaha 

Milik Daerah di lingkungan · Pemerintah Kabupaten . Grobogan tidak dapat 
menyelesaikari tindak lanjut . terkait keuangan Negara, maka Inspektorat 

menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan .. Ganti 

Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya; dan 

Pemerintah. Kabupaten .Grobogan wajib melaksanakan tindak lanjut basil 
pengawasan Aparat Pengawasan · Intern Pemerintah (APIP) selain Inspektorat . . . . . . . . 
sesuai rekomendasi dan/ saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan paling lambat 
30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan; . . . . . . . 

e. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Apar~tur 
Sipil Negara, dan Pimpinan · Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten .Grobogan wajib melaksanakan' tindak lanjut · hasil 

. . 
c. Pimpinari Perangkat .Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur 

Sipil Negara, dan · Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan · 
Pemerintah Kabupaten Grobogan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai rekomendasi dan/ atau saran . . . . . 

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan · paling lam bat 60 {enam puluh) hari kalender 
setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan; 

d. Pimpinan · Perangkat Daerah dan/ atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur 
Sipil Negara, dan Pimpinan · Badan U saha Milik Daerah di lingkungan 

. . . . . . . . 

. . . . 
b. Bupati bertanggurig jawab .atas pelaksanaan tindak lanjut basil pemeriksaan 

Badan · Pemeriksa Keuangan 'dan pengawasan. Aparat Pengawasan Inte-n 
Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah 

---., dan/ atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan 
Badan Usaha Milik D~erah di lingkungan ·Pemerintah Kabupaten Grobogan; 

Tindak lanjut basil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan 
pengawasan Aparat Pengawasan intern Pemerintah ·(APIP) ~ilaks~akan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisr atas pelaksanaan tindak 
. . 

lanjut basil pemeriksaan Badan Pemeriks~ Keuangan dan. pengawasan Aparat 
Pengawasan Intern Pernerintah (APIP); · . 

BABV . . 

TIND~ LANJUT ~SIL PEMERIKSMN OLEH BA.PAN PEMERIKSA KEUANGAN 
DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 
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. . 
menyelesaikan tindak lanjut yang .tidak terkait indikasi keuangan Negara, maka 
Wakil Bupati memberikan penilaian · kepada Pimpinan Perangkat · Daerah 
dan/ atau unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur. Sipil Negara, dan .Pimpinan . 

Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, 
untuk disampaikan kepada Bupati sebagai . bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. 

g. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah darr/atau 
unit kerja Perangkat Daerah, Aparatur ·Sipil Negara, dan Pimpinan Badan ·usaha 

Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. tidak dapat 
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Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaari 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada 
Wakil Bupati, Sekretarie Daerah, Gubernur melalui lnspektorat ~ovinsi .Jawa 
T~ngah, Badan Pemeriksa Keuangan Pe~akilan Propinsi .Jawa Tengan dan 
Pimpinan Perangkat Daerahdarr/utau unit kerja Perart~kat Daerah, Aparatur Sipil 

. . 
Negara, dan Pimpinan Badan U saha Milik Daerah. 

·.BAB VI 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN 

' ' 
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Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, 
Inspektorat melakukan koordinasi dengan APIP Pusat dan APlP Provinsi Jawa 
Tengah. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup : 
a. Rapat Koordinasi Pengawasan. 

Koordinasi pengawasan antar jajaran APIP perlu dilaksanakan guna 
memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, 
memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi · tumpang tindih 

pelak:sanaan pemeriksaan, 
· b. Frekuensi Pemeriksaan <:>leh Inspektorat. 

Dalam satu tahun anggararr, satu · obyek pengawasan . dapat dilakukan 
°' pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan: 

1. pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda; 

2. sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan · 
3. pemeriksaan investigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

BAB VII. 

KOORDINASI PENGAWASAN 



.SRI SUMARNl 

. . 
BUPATI GROBOGAN 

-~ 

. . 

2019 _merupakan upaya untuk · mengarahkan seluruh kegiatan Inspektorat menuju 

peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah 
Daerah. 

Kebijakan Pengawasan Aparat Intern Pernerintah Kabupaten Grobogan Tahun 
2019 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP · di lingkungan Penierintah Daerah 
dalam melakukan perencanaan, . pelaksanaan dan _pelaporan pengawasan pada 
tahun 2019. 

Kebijakan PengawasanAparat Intern Pemerintah Kabuapten Grobogan Tahun 

BAB VIII 

PENUTUP 

' ' 


